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ABSTRAK 
YULIANTI (B 111 07 831), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Dengan Pemberatan Yang Dilkakukan Oleh Anak ( Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1561/Pid.B/2010/PN.Mks) dengan 
dosen pembimbing Muh.Said Karim dan Haeranah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1561/Pid.B/2010/PN.Mks dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam  Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 1561/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara 
pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ini serta mengambil 
salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana 
pencurian dengan pembertan yang dilakukan oleh anak. Disamping itu, peneliti 
juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur 
dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah 
yang akan dibahas dalam skripsi penulis. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) 
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pembertan 
yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1561/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1(satu) ke-3 dan 5 
KUHP. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana 
pencurian dengan pembertan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melihat nilai 
yang dipertaruhkan dan alasan melakukan tindak pidana tersebut melainkan 
benar atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
dalam  Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1561/Pid.B/2010/PN.Mks 
berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta- fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan tidak 
bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan,melainkan untuk memberikan efek jera 
agar anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadikan anak tersebut 
menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, 
merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada 
upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan 
terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai 
dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai 
upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, utamanya dalam 
pembangunan hukum dengan menjalankan amanah Undang-Undang 
Dasar 1945, agar dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, 
yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran 
hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya 
yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat 
sebuah kondisi masyarakat yang tidak terartur. Untuk itu hukum 
dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika 
masyarakat. 
Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-
hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang 
tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi 
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ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya 
sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan 
kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai 
jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. 
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan 
perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan 
masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan 
hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) 
merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan 
terhadap niiai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) 
perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh 
berbagai lapisan masyarakat. 
Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi 
pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga 
dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus 
dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah 
peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara 
kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan 
kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat 
menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, 
dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan 
menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal 
seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari 
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jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian 
yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan 
oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. 
Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal- hal yang 
sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan 
yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana 
orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan 
tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang 
sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa 
yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks 
kehidupan bermasyarakat . Dalam kondisi   seperti ini, biasanya para 
remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian 
dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua 
mereka sendiri. 
Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan 
sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu 
sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan 
merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti 
itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga 
masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan 
upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti pencurian 
khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang. 
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Dalam menanggulangi dan manyikapi berbagai perbuatan dan 
tingkah laku anak nakal, perlu mempertimbangkan kedudukan anak 
dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat 
menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan 
dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi 
perilakunya. Oleh karena itu anak, orang tua dan masyarakat 
sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 
pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya 
yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional 
bagi generasi muda melalui tatanan  Peradilan khusus bagi anak yang 
mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran 
hukum, bukan hanya itu terkadang faktor kemiskinan juga menjadi 
faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan 
melawan hukum yang dilakukan oleh anak. 
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan 
Undang-undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat 
Manusia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-undang No. 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Yang paling baru dan 
merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-undang No. 
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23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrument hukum 
nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan 
hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan 
hukum dan harus menjalani proses peradilan. 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak menentukan bahwa “batas minimum anak yang masuk 
kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) 
tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun”. 
Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlau ada 
perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupu 
anak sebagai pelaku tindak pidana ,makanya perlu ada perhatian 
khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi pelanjut 
masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan 
perlakuan yang lenih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga 
oleh pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis 
judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh 
Anak” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana penerapan  hukum terhadap tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus 
Putusan Nomor 1561/Pid.B/2010/PN.Mks.? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dalam studi kasus Putusan Nomor 
1561/Pid.B/2010/PN.Mks ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan  hukum terhadap tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan  yang dilakukan oleh anak 
dalam studi kasus Putusan Nomor 1561/Pid.B/2010/PN.Mks ? 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus Putusan Nomor 
1561/Pid.B/2010/PN.Mks ? 
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Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 
1. Secara Akademis/Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan yang di lakukan oleh anak di Kota Makassar. 
2. Secara Praktis 
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak 
hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan 
permasalahan tindak pidana pencurian di Indonesia. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana 
atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan 
straafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau 
bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid 
(1987:33), menyatakan bahwa : "Delik sebagai suatu perbuatan atau 
pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 
atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan". 
Lebih lanjut menurut (Wirjono Prodjodikoro,2003:59) bahwa : 
Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa 
Belanda strafbaarfeit atau dalam bahasa Asing disebut delict berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa 
delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, 
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mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang 
setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi 
subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai 
badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia 
(orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak 
pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat 
bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana 
yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, 
kurungan dan denda. 
Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan 
hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul 
gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, 
jelas masuk perumusan pelbagai delik. 
Ada pun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1987:33) adalah 
sebagai berikut: 
1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal 
berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif). 
2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang 
selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah 
nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, 
kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik 
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formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan 
dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas 
secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil. 
3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-
kata sengaja atau culpa (tidak sengaja). 
4) Elemen melawan hukum. 
Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-
undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 
KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya 
Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu. 
Sejalan dengan hal di atas, (Soesilo, 1984:26 - 28) 
menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur 
yang dapat dibedakan atas: 
1) Unsur obyektif yang meliputi: 
a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu 
perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. 
Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), 
penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan 
contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak 
melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui 
ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 
KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, 
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sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan 
kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya. 
b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut 
norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. 
Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan 
perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang 
timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan 
tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian. 
c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada 
waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP : 
"bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah 
suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil 
itu dilakukan" 
d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam 
dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan 
yang diancam dengan pidana itu dilakukan daiam keadaan-
keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 
50 dan 51 KUHP. 2) Unsur subyektif dari norma pidana adalah 
kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya 
pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
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pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan 
dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana. 
Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang 
memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur 
bahaya/gangguan, merugikan atau disebut sub socials sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Pompe (Poernomo, 1981:99) yang 
menyebutkan elemen suatu delik yaitu : 
a. Ada unsur melawan hukum 
b. Unsur kesalahan. 
c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan. 
Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 
berikut (Adami Chazawi, 2005:121): 
a.  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten).  
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d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif,   
disebut   juga   tindak   pidana   omisi   (delicta omissionis).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communica (delicta communica, yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh 
memiliki kualitas pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten). 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige delicten), 
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak 
pidana yang diperingan (gepriviligeerde delicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
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tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya. 
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan 
perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan 
 
 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) 
menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005:10) mengemukakan bahwa : 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar 
diri manusia, yaitu berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbutan yang dapat berupa : 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Sedangkan (Tongat, 2002  : 3-5) menguraikan bahwa unsur-
unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku 
(dader) yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti 
tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan 
tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan 
yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan 
Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah 
perbuatan mengambil. 
 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. 
Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah 
akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara 
lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam 
ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan 
undang-undang adalah akibat yang berupa matinya 
orang. 
 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif 
yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam 
oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan 
Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"keadaan" adalah di tempat umum. 
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2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab 
apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya 
dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatan yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang 
dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-
undang. 
 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam 
hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting (selanjutnya di singkat MvT) 
(Rusli Effendy, 1989:80), dolus atau sengaja berarti 
menghendaki mengetahui (willens en wettens) yang berarti 
si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan 
harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan 
sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu : 
a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah 
motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya 
tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada 
kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti 
akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan 
yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan 
undang-undang culpa itu terletak antara sengaja dan 
kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang 
hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil 
tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan 
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culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau 
kurang hati-hati. 
 
Lebih lanjut (Rusli Effendy, 1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah toh timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
 
 
Mengenai  MvT tersebut,  Satochid  Kartanegara  (Leden 
Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa : 
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki 
dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) 
perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) 
akan akibat dari perbuatan itu. 
 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005 : 
25) mengemukakan bahwa kealpaan adalah : 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat 
menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu 
perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga 
terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 
bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat 
yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila 
seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah 
mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya 
akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai 
kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau 
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tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan 
pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang 
menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam 
dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat 
mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang 
digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut 
pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering 
menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.  
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan 
atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal 
atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh 
sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum 
maupun di luar bidang hukum. 
Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan 
suatu definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat 
luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian 
pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 
Pasal 367 KUHP. 
Khususnya dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari 
kata curi yang mendapat awalan pe, dan akhiran an. 
(Poerwadarminta, 1976:217) menyatakan bahwa arti kata curi adalah 
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sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah 
atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak 
dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 
 Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana 
pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan 
yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 
sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam 
beberapa jenis, yaitu : 
a. Pencurian biasa 
 Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa 
pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian 
dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 
KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya 
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah”. 
 Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-
unsur pencurian biasa adalah : 
1. Mengambil 
2. Suatu barang 
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3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
b. Pencurian ringan 
 Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki 
unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang 
pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang 
meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis 
pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang 
menentukan : 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 
363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam 
Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika 
harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
 Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-
unsur pencurian ringan adalah : 
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362) 
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; atau 
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3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan 
masuk ke dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai 
benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah 
telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, 
pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat : 
a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat 
kediaman/rumah. 
b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah. 
c. Pencurian dalam keluarga 
 Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. 
Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu 
keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau 
istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) 
pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dalam Keadaan 
Memberatkan 
1. Pengertian Terhadap “Dalam Keadaan Memberatkan” 
 Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat 
diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu 
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pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat 
dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya 
lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih 
dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP 
(Prodjodikoro Wirjono; 2008:19). Hal ini diatur dalam Pasal 363 
dan Pasal 365 KUHP. 
 Pasal 363 KUHP 
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun : 
1. Pencurian ternak; 
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak; 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau 
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dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
pakai jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
 Pasal 365 KUHP 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna 
pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 
melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya. 
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : 
1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana 
ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
bersama-sama; 
3. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan 
kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, 
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atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, 
atau pakaian jabatan palsu; 
4. Jika perbuatan itu berakibat luka berat. 
(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun 
jika perbuatan itu berakibat matinya orang; 
(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara selam-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika 
perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan 
lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang 
atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang 
disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2. 
2. Unsur dalam keadaan memberatkan 
 Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur 
dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan 
dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah : 
1. Pencurian Ternak 
 Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang 
memberatkan ialah unsur “ternak”. Apakah yang dimaksud 
dengan “ternak”? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, 
“ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah 
biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, 
sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku 
satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. 
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 Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat 
kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat 
(Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang 
penting. 
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-
2 KUHP).  
 Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 
ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang 
yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang 
disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh 
pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 
antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi 
harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut 
mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk 
melakukan pencurian. 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki 
oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). 
i. Unsur “malam” 
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Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan 
“malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan 
matahari terbit./ 
ii. Unsur “dalam sebuah rumah”  
Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang 
dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya 
termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang 
banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk 
pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, 
atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. 
iii. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” 
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang 
nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan 
tanah itu dengan tanah disekelilingnya. 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). 
 Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang 
bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, 
misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang 
dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan 
bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup 
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apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu 
mengambil barang-barang. 
 Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), 
bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya 
berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk 
istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 
nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, 
Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila 
hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang 
pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 
KUHP. 
iv. Unsur “dua orang atau lebih 
v. Unsur “bekerja sama” 
 Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi 
apabila setelah mereka merancangkan niatnya untuk 
bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian 
hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, 
dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga 
dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika 
perbuatan mereka diketahui orang lain. 
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan 
sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). 
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 Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya 
lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan 
perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai 
pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. 
 Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas 
sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok 
dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula 
melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi 
suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. 
 Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kuci palsu 
diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa 
saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti 
sepotong kawat. 
 Pasal 365 KUHP 
Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP 
ayat (1) KUHP, adalah : 
1. Pencurian; 
2. Didahului atau disertai atau diikuti; 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
4. Terhadap orang; 
5. Dilakukan dengan maksud : 
a. Mempersiapkan atau; 
b. Memudahkan atau; 
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c. Dalam hal tertangkap tangan; 
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau 
peserta lain; 
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. 
  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke-1 KUHP, adalah : 
1. Waktu malam; 
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya; 
3. Di jalan umum; 
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke-2 KUHP, adalah : 
1. Dua orang atau lebih; 
2. Bersama-sama. 
  Unsur-unsur  yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke-3 KUHP, adalah : 
1. Didahului, disertai, atau diikuti; 
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
3. Dengan maksud mempersiapkan; 
4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau; 
5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam 
palsu. 
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  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. 
Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu : 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan 
sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut. 
2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan 
tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya. 
3. Kehilangan salah satu panca indera. 
4. Mendapat cacat berat. 
5. Menderita sakit lumpuh. 
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(3) KUHP adalah : 
1. Didahului, disertai atau diikuti; 
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
3. Mengakibatkan kematian. 
  Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 
(4) KUHP adalah : 
1. Mengakibatkan luka berat atau; 
2. Kematian; 
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 
4. Dengan bersekutu; 
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5. Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
D. Tinjauan Umum Terhadap  Anak 
1. Pengertian anak 
Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering 
menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar 
hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang 
ditentukan bagi seorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai 
kata sepakat tentang batas umur anak. 
Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan 
mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap 
peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang 
pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan 
perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas 
tentang anak. 
Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 
a. Anak menurut Hukum Pidana 
Menurut Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa: 
Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut 
karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya 
belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, 
supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; 
walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah 
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan 
dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-
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519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu 
dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan 
dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu 
pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum 
anak yang bersalah itu. 
 
b. Anak menurut Hukum Perdata 
 
Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(selanjutnya di singkat KUHPerdata) mendefinisikan bahwa 
"orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu 
telah kawin". 
c. Anak menurut UU Perkawinan 
Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya 
diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilas belas) 
tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun". 
d. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya. 
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e. Anak menurut UU Perlindungan Anak 
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai 
berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan" 
f. Anak menurut UU Nomor  25   Tahun   1997   tentang 
Ketenagakerjaan 
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1997 
tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan "anak adalah orang 
laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah". 
g. Anak   menurut   UU   Nomor   4   Tahun   1979   tentang 
Kesejahteraan Anak 
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa "anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan 
belum pernah kawin". 
Sedangkan batas - batas usia anak menurut Julia D. 
Gunarsa dan Zakiah Daradjat (Djoko Prakoso, 1988 : 154) 
dapat disimpulkan bahwa "batas umur anak adalah 12 atau 13 
tahun, sedangkan batas umur remaja adalah 21 tahun. Dengan 
demikian masa dewasa dimulai setelah usia 21 tahun." 
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Menurut B. Simanjuntak (Djoko Prakoso, 1988: 154) 
berpendapat bahwa "usia anak adalah sebelum 15 tahun dan 
dewasa adalah setelah 18 tahun". 
Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-
undangan beraneka ragam namun dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mendefinisikan 
bahwa anak sebagai pelaku delik yaitu "anak adalah orang yang 
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin”. 
2. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana 
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak Pasal 22 adalah pidana dan tindakan.  
 
1. Sanksi Pidana 
Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana 
tambahan, sebagai berikut:  
1.1. Pidana pokok 
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Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu : 
a. Pidana Penjara 
Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 
anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 
huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 
 
Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan delik yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, maka pidana penjara 
yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut 
paling lama sepuluh tahun. 
 
 
 
Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 
12 tahun melakukan delik yang diancam pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
terhadap anak nakal tersebut hanya dapat 
dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu 
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menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
 
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 
12 tahun melakukan delik yang diancam pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah 
satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24. 
 
b. Pidana kurungan 
Menurut Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi bahwa: 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 
Angka 2 Huruf a, paling lama satu perdua dari 
maksimum ancaman pidana kurungan bagi 
orang dewasa. 
 
c. Pidana denda 
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi bahwa 
 "Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal paling banyak satu perdua dari 
maksimum ancaman pidana denda bagi orang 
dewasa." 
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Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi bahwa: 
 "Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka 
diganti dengan wajib latihan kerja". 
 
Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi bahwa: 
"Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda 
dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama 
latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta 
tidak dilakukan pada malam hari".  
 
d. Pidana pengawasan 
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi "pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan 
paling lama 2 tahun". 
Menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Apabila terhadap anak nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, maka anak tersebut 
ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan 
bimbingan pembimbing kemasyarakatan. 
 
Menurut Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
berbunyi "Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara 
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pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintahan". 
1.2. Pidana tambahan 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan 
terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 
ayat (1) yaitu : 
a. Perampasan barang-barang tertentu 
Barang yang dapat dirampas adalah barang 
yang diperoleh dengan kejahatan atau barang yang 
dipakai untuk melakukan delik. Pada umumnya 
barang-barang yang boleh dirampas harus 
kepunyaan terhukum. 
b. Pembayaran ganti rugi 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:33) 
mengemukakan bahwa "pembayaran ganti rugi 
yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan 
merupakan tanggung jawab dari orang tua atau 
orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua". 
2. Sanksi Tindakan  
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap 
anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) 
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UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai 
berikut : 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang 
tua asuh 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:35) menulis 
bahwa: 
Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, 
wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap 
dibawah pengawasan dan bimbingan. Pembimbing 
Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan 
kepramukaan dan lain- lain. 
 
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:35) menulis 
bahwa: 
Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, 
atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan 
dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat 
menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja 
dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan 
kepada anak, misalnya dengan memberikan 
keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, 
perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah 
selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri. 
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c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak 
di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:35) menulis 
bahwa: 
Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan 
kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak atau Departement Sosial, 
tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki 
hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan 
diserahkan kepada Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, 
dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan 
agama anak yang bersangkutan. 
 
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) 
berbunyi "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang 
ditetapkan oleh Hakim". Dimana teguran yang dimaksud adalah 
peringatan dari hakim baik langsung terhadap anak yang dijatuhi 
tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, 
atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi 
perbuatan yang mengakibatkan anak tersebut dijatuhi tindakan. 
Sedangkan maksud dari syarat tambahan adalah kewajiban 
untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing 
Kemasayarakatan. 
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E. Hal-hal yang Meniadakan, Memberatkan dan Meringankan Pidana 
 
Tahap akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara adalah 
penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim. Hakim dalam 
menjatuhkan segala dakwaan maupun pelepasan dari segala tuntutan 
hukum harus disertai dengan pertimbangan hakim. 
Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 
pidana dapat meliputi pertimbangan dalam hal peniadaan, peringanan 
maupun pemberatan pidana. Yang dimaksud dengan peringanan dan 
pemberatan dalam rancangan KUHPidana ialah "peringanan 1/3 
(sepertiga)" atau "pemberatan 1/3 (sepertiga)" dari pidana yang 
diancamkan. 
1. Alasan Peniadaan Pidana  
a. Mengenal orang cacat atau sakit jiwa/ ingatan. 
Seseorang yang “jiwanya” cacat pertumbuhannya 
atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan 
(delik), dalam keadaan yang seperti itu, dihapuskan 
pemidanaan kepadanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa 
disamping kesalahannya ditiadakan, juga sifat melawan 
hukumnya ditiadakan. 
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b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa. 
Dari Pasal 48 KUHP, setelah diinterpretasikan secara 
luas, seseorang yang telah memilih untuk melakukan salah 
satu tindakan dari: 
(1) dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan, 
(2) dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan, 
atau 
(3) kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang 
bertentangan. 
Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, 
dalam hal ini yang diutamakannya adalah yang lebih 
penting. Maka terhadap “tindakan” untuk tidak melakukan 
yang lainnyaitu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat 
melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya 
ditiadakan. 
c. Seseorang yang melakukan perlawanan- terpaksa 
Dari Pasal 49 (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa 
“tindakan pembelaan” termaksud dalam pasal tersebut, tidak 
bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya 
ditiadakan. 
 
 
 
43 
 
d. Seseorang yang melakukan ketentuan Undang-Undang 
Dari Pasal 50 KUHP, dapat disimpulkan bahwa 
tindakan untuk melakukan undang-undang, tidak bersifat 
melawan hukum atau sifat hukumnya ditiadakan. 
e. Seseorang yang melakukan perintah jabatan 
Dari Pasal 51 (1) KUHP, juga harus disimpulkan 
bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan 
(ambtelijk bevel) tidak bersifat melawan hukum atau bersifat 
melawan hukumnya ditiadakan. 
 
f. Seseorang yang tidak melapor 
Dalam Buku ke-II KUHP, juga ditemukan tindakan-
tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat 
melawan hukum hukum atau bersifat melawan hukumnya 
ditiadakan. Misalnya dari Pasal 166 KUHP, tentang 
seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti ditentukan 
dalam Pasal 164 dan 165 KUHP; Pasal 221 KUHP tentang 
seseorang yang menyembunyikan seseorang tersangka 
dalam perkara kejahatan; Pasal 367 (1) KUHP tentang 
pencurian antara suami istri dan sebagainya. 
g. Seseorang yang membunuh musuh 
Dalam undang-undang pidana lainnya, seperti 
misalnya Pasal 32 KUHPM, seseorang militer yang 
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membunuh dalam pertempuran sesuai dengan hukum 
internasional, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat 
melawan hukumnya ditiadakan. 
h. Seseorang yang menolak jadi saksi 
Dalam undang-undang hukum acara pidana, tentang 
seseorang yang menolak untuk menjadi saksi (Pasal 274 
HIK/RIB dan kini terutama Pasal 168 KUHAP) bersifat 
melawan hukumnya ditiadakannya.  
i. Lain-lain. 
Demikian pula dalam sejumlah peraturan undang-
undang lainnya dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang 
kesimpulannya, sifat melawan hukum dari suatu tindakan 
tertentu ditiadakan. 
2. Alasan Peringanan Pidana 
Alasan peringanan pidana berdasarkan KUHPidana 
adalah sebagai berikut: 
a. dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infancy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi 
sebagai berikut: 
"Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, 
maka maksimum hukuman pokok bagi delik itu, 
dikurangi sepertiga." 
 
b. dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
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"Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan 
itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan." 
c. dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 
"Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu." 
 
Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat di dalam 
rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut: 
Pidana diperingan dalam hal: 
a. seseorang yang melakukan delik dan pada waktu itu 
berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih 
dibawah 18 (delapan belas) tahun; 
b. seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya 
delik; 
c. seseorang setelah melakukan delik dengan sukarela 
menyerahkan diri kepada yang berwajib; 
d. seorang wanita hamil muda melakukan delik; 
e. seseorang setelah melakukan delik, dengan sukarela 
memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki 
kerusakan akibat perbuatannya; 
f. seseorang yang melakukan delik karena kegoncangan jiwa 
yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari 
keadaan pribadi atau keluarganya; 
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3. Alasan Pemberatan Pidana 
Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHPidana 
adalah sebagai berikut: 
a. dalam hal concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 
dan Pasal 66 KUHPidana; 
b. dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487, dan 
Pasal 488 KUHPidana. 
Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat di dalam 
rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut:  
Pidana diperberat dalam hal: 
a. pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan 
yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan atau pada waktu melakukan delik 
mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya; 
b. seseorang     melakukan     tindak     pidana     dengan 
menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan 
atau lambing Negara Republik Indonesia; 
c. seseorang     melakukan     tindak     pidana     dengan 
menyalahgunakan keahlian atau profesinya; 
d. orang dewasa melakukan delik bersama dengan anak 
dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; 
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e. delik dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan 
kekerasan atau dengan cara yang kejam; 
f. delik dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana 
alam; 
g. delik dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; 
h. terjadinya pengulangan delik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan 
Negeri Makassar yang berada di Kotamadya Makassar. Alasan 
pemilihan lokasi penelitian di Kotamadya Makassar, dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan sentral 
pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, 
Kotamadya Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga 
memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, 
sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan 
hukum di Kotamadya Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data 
sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data 
sebagai berikut :  
1. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
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untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal 
ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal 
ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
C.Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, 
surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Teknik Analisa Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang 
sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah 
analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah 
data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian 
data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian 
meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam 
Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak dalam Studi 
Kasus Putusan Nomor: 1561/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar 
hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya 
disingkat uu) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat 
dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka 
perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. 
Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana  
pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Studi 
Kasus Putusan Nomor: 1561/Pid.B/2010/PN.Mks yang didakwa 
dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: 
Terdakwa Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. 
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1. Posisi Kasus  
Terdakwa Hairul alias Herul Bin Dg.Ella, pada malam 
tanggal 15 Agustus 2010 ,sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa 
mengambil 1 ( satu ) unit Tape DVD milik korban yaitu Apriani alias 
Ani yang bertempat di Jalan Tanjung Bunga 1 tepatnya dirumah 
korban Apriani alias Ani.  Awalnya terdakwa dari rumahnya menuju 
kerumah korban Apriani alias Ani  setelah tiba dirumah korban 
tersangka masuk kedalam rumah dengan dengan cara membuka 
gembok besar dengan menggunakan kunci palsu setelah sampai 
didalam terdakwa langsung membuka pintu rumah yang dalam 
keadaan tidak terkunci ,setelah terdakwa didalam rumah terdakwa 
langsung masuk kekamar korban karena kamar korban dalam 
keadaan tidak terkunci pula, lalu terdakwa langsung mengambil 
tape VCD dan memasukkan kedalam tas warna merah. Selanjutnya 
terdakwa keluar rumah dan menyimpan tape diatas seng ,lalu 
terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan melompat. Sekitar 
dua jam kemudian terdakwa datang untuk mengambil tape tersebut 
lalu membawa kerumah teman terdakwa yang bernama lalaki JO 
untuk diperiksa lalu dibunyikan. Selanjutnya terdakwa membawa 
tape tersebut kerumah lelaki Haeruddin namun pada saat dirumah 
Haeruddin ketemu dengan ayah Terdakwa (Dg. Ella) lalu ayah 
terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kemudian 
terdakwa mengembalikan dengan menyimpan dibelakang rumah 
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korban. Pada saat terdakwa mengembalikan tape tersebut korban 
melihat terdakwa masuk kebelakang rumah lalu korban melaporkan 
kepada pihak yang berwajib dan pada saat itu pula datang petugas 
Polsekta Mamajang untuk membawa terdakwa untuk diadakan 
penyidikan lebih lanjut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal  yaitu 
jenis dakwaan yang terdakwanya didakwa dengan satu perbuatan 
saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa 
alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa Khaerul alias Herul bin Dg. Ella yang dibacakan 
pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Makassar sebagai 
berikut : 
DAKWAAN TUNGGAL: 
 Bahwa ia terdakwa KHAERUL alias HERUL Bin Dg.Ella, 
pada hari Minggu tanggal 15Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, 
atai setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum PN.Makassar, dengan maksud untuk memiliki 
secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 
(satu Unit Tape VCD merk Sony, 2 (dua) buah tas pakaian warna 
merah dan biru, yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi 
korban APRIANI ARFAH, yang dilkukan pada waktu malam hari 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya,dimana untuk masuk kedalam tempat melakukan 
kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil 
dilakukan dengan cara memanjat dan menggunakan anak kunci 
palsu.  
 
 
54 
 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, 
terdakwa mengambil barang berupa besi tua, 
selanjutnya besi tua tersebut terdakwa bawa pulang 
dan telah dijual oleh terdakwa. 
- Bahwa pada waktu berikutnya kembali terdakwa 
mengulangi perbuatannya dengan mengambil barang 
berupa 1 (satu) Unit DVD, barang pecah belah serta 
sepatu. 
- Selanjutnya pada hari berikutnya kembali terdakwa 
mengulangi perbuatannya dengan mengambil barang 
berupa 1(satu) Tape VCD merk Sony besrta tas 
pakaian. Dimana saat itu terdakwa masuk kedalam 
rumah saksi korban dengan cara membuka gembok 
pintu pagar dengan menggunakna anak kunci yang 
terdakwa telah persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa 
masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu 
rumah yang dalam keadaan tidak terkunci lalu 
terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan 
mengambil barang berupa 1(satu) Unit Tape vcd merk 
Sony lalu memasukkan kedalam tas pakaian 
selanjutnya terdakwa menyimpan diatas atap seng, 
dimana selanjutnya terdakwa keluar daru rumah saksi 
korban dengan cara melompat dari atas seng. 
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali 
mengambil Tape VCD tersebut dan membawanya 
pulang kerumah terdakwa. 
-  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.------------------------------ 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses 
pengadilan anak dari keterangan saksi-saksi maupun dari 
terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah 
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. 
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Adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP 
sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Dengan melawan hukum ; 
3. Telah mengambil barang sesuatu; 
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; 
6. Yang dilakukan dengan cara merusak,memanjat dan 
menggunakan kunci palsu. 
Ad.1 Unsur  barang siapa : 
Yang diaksud unsur barang siapa adalah setiap orang 
atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang 
perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara 
hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam 
surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu 
terdakwa KHAERUL Alias HERUL Bin Dg.ELLA 
Ad.2 Unsur Dengan cara melawan hukum:  
Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi ,terdakwa dan barang bukti, 
diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama 
dengan rekannya (dalam berkas perkara terpisah), 
telah menmgambil barang milik saksi korban tanpa 
seijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban. 
Ad.3 Unsur telah mengambil barang sesuatu: 
Bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan, 
diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama rekannya 
telah mengambil barang-barang milik saksi korban 
berupa :1(satu) Unit Tape Deck merk Sony dan 2(dua) 
buah tas pakaian. 
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Ad.4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain: 
Bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan, 
dimana barang yang diambil oleh terdakwa adalah 
milik saksi korban APRIANI ARFAH, dimana dimuka 
persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan 
sebagai pemiliknya. 
Ad.6 Unsur yang dilakukan dengan cara 
merusak,memanjat dan menggunakan kunci palsu: 
Bahwa dalam fakta persidangan terdapat adanya 
kerusakan pada pintu rumah saksi korban, juga 
terdakwa membuka gembok pagar dengan 
menggunakan kunci palsu serta memanjat atas seng 
rumah saksi korban. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Khaerul alias Herul bin Dg. Ella, 
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan,sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 
KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaerul alias Herul 
bin Dg.Ella,dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 
6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam 
tahanan sementara,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Tape Deck Merk Sony dan 2 (dua) buah 
tas pakaian dikembalikan kepada Saksi korban 
Apriani Arfah. 
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 
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MENGADILI 
- Menyatakan Terdakwa Khaerul alias Herul bin Dg.Ella 
terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Pencurian dalam keadaan 
memberatkan; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut 
dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) 
bulan ; 
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara 
yang telah dijatuhkan; 
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
- Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Tape Deck Merk Sony dan 2 ( dua) 
buah tas pakaian dikembalikan kepada saksi 
korban Apriani Arfah. 
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 
sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah); 
 
 
4. Analisa Penulis 
Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para 
penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum nomor: PDM-1295/MKS/Ep1/10/2010 dan 
diterapkan dalam putusan nomor: 1561/Pid.B/2010/PN.Mks ini 
telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam 
KUHPidana, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5  KUHPidana yaitu 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 
anak. 
 Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam 
persidangan. 
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Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-
pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Khaerul alias Herul 
Bin Dg.Ella dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini 
dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan 
dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum 
bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam KUHPidana 
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5.   
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan 
Memberatkan dalam  Studi Kasus Putusan Nomor:  
1561/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila 
tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai 
produk- produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti 
bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) 
dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha 
Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana 
Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka 
hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk 
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melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat 
bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu 
mempertimbangan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang 
terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan 
selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan 
suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan 
apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan 
mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang Anak.   
Berbicara mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak, di mana dalam uu tersebut dalam 
pertimbangannya menjelaskan bahwa: 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis 
dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial 
secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam 
pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk 
melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan 
terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang 
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang 
mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai 
penyelenggaraan peradilan anak akan perlu dilakukan 
secara khusus. 
 
Ketika seoarang anak dihadapkan pada suatu persoalan 
menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai 
pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam 
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kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim yang 
menangani perkara anak haruslah hakim yang memiliki 
pemahaman tentang anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
10 UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi: 
Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak 
antara lain: 
a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum. 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak. 
 
Yang dimaksud memahami masalah anak adalah 
memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola 
pembinaan, sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan 
pendekatan secara efektif dan simpatik. Selain itu, perlu memahami 
pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus memahami 
berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi 
karakter berfikir anak dalam kehidupannya. 
Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara 
Nomor:1561/Pid.B/2010/PN.Mks adalah hakim anak. Hakim anak 
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Makassar yang telah 
mempunyai pengalaman sebagai hakim anak pada Peradilan 
Umum dan hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi, dan 
memahami masalah tentang anak. Hakim yang ditunjuk sebagai 
hakim anak adalah hakim yang telah beberapa kali mengadili 
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perkara anak nakal. Hakim anak yang mengadili Perkara Nomor : 
1561/Pid.B/2010/PN.Mks adalah hakim anak tunggal dan 
didampingi oleh seorang panitera. Sebagaimana diatur dalam Pasal 
11 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi : 
a. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam 
tingkat pertama sebagai hakim tunggal. 
b. Dalam hal tertentu dan diapandang perlu, Ketua 
Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara 
anak dilakukan dengan hakim majelis. 
c. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang 
Panitera Pengganti. 
Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan 
yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam 
Putusan Nomor :1561/Pid.B/2010/PN.Mks yang pelakunya adalah 
anak yang didasarkan pada pada fakta-fakta yang ada dalam 
persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan 
megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana 
yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan  
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara 
lain: 
Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan 
yang pada pokoknya mohon agar dikurangi karena 
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi: 
 
Menimbang, bahwa ia Terdakwa Khaerul alias Herul bin Dg. 
Ella telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan 
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP; 
 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Apriani 
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Arfah 2. Haeruddin bin Supu,sebagaimana termuat 
selengkapnya dalam berita acara; 
 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung 
pula dengan barang bukti yang ada,sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa Terdakwa telah secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas Tindak Pidana “Pencurian dalam 
keadaan memberatkan”; 
 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia 
Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal 
dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 
 Yang meringankan : 
o Terdakwa sopan dalam persidangan; 
o Terdakwa mengakui dan menyesali 
perbuatannya; 
 Yang memberatkan: 
o Perbuatan Terdakwa dapat 
mengganggu ketertiban dalam 
masyarakat; 
 
Menimbang, bahwa masa tahanan Terdakwa harus 
diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang 
dijatuhkan; 
 
 
2. Amar Putusan  
Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila 
ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim 
menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah 
dipertimbangkan dan hal- hal yang menjadi amar putusannya.  
Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut 
harus didasari oleh undang-undang,norma-norma hukum yang 
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hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan 
hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum 
yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus 
suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat 
dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan 
kewenangannya dibatasi oleh undang- undang.  
Berdasarkan  fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan 
lainnya maka hakim mengadili:  
- Menyatakan Terdakwa Khaerul alias Herul bin Dg.Ella 
terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Pencurian dalam keadaan 
memberatkan; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut 
dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) 
bulan ; 
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara 
yang telah dijatuhkan; 
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
- Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Tape Deck Merk Sony dan 2 ( dua) 
buah tas pakaian dikembalikan kepada saksi 
korban Apriani Arfah. 
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 
sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah); 
Demikianklah diputuskan dan diucapkan Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 15 November 2010 
oleh Hakim, PARLAS NABABAN, SH, MH., Putusan mana 
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 
hari itu juga oleh Hakim,dengan dibantu oleh SANDRAYANA, 
SH,MH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri ANDI 
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ARMASARI,SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang 
didampingi orang tua Terdakwa dan petugas Bapas;  
 
3. Analisa Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaiumana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut 
Umum,tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim 
pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsure dan 
syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan 
oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara 
satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui 
secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan 
menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan menghukum terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan. 
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut 
penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang 
memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara 
penulis dengan Bapak Parlas Nababan, S.H,M.H. yang 
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memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan 
bahwa: 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta 
yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka 
hakim sulit untuk mempertimbangakan dan menjatuhkan putusan. 
Beliau juga berpendapat bahwa “ dalam menjatuhakan 
pidana terhadap anak patut diperhatikan pidana yang tepat 
terhadap anak tersebut”. Menurut penulis, selain patut 
dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan juga harus 
diperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat menjalankan 
hukuman. Beliau juga mengemukakan bahwa yang menjadi dasar 
pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara 
lain: 
1. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak 
pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor- 
faktor penyebab tanak melakukan tindak pidana. Misalnya 
anak melakukan tindak pidana karena ingin membela diri, 
anak dalam keadaan emosi,   faktor lingkungan serta 
pergaulan. Hal-hal ini juga dapat dijadikan petimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana. 
2. Keadaan psikologis anak setelah dipidana. Dalam 
pertimbangan ini, hakim harus memikirkan dampak atau 
akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. 
Beliau mengatakan juga bahwa pemidanaan anak bukan 
hanya bertujuan untuk menghukum melainkan untuk 
menjadikan anak nmenjadi lebih baik agar anak tidak 
melakukan tindak pidana lagi. Perkembangan jiwa anak 
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setelah menjalani pidana dapat menjadi perhatian hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hakim harus bisa 
memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana. 
3. Selain memperhatikan keadaan anak juga harus 
memperhatikan keadaan psikologis hakim dalam 
menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan 
berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Jika kenakalan yang dilakukan oleh anak sudah keterlaluan 
maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Namun jika hakim 
merasa kenakalan anak tersebut tidak terlalu berat maka 
hakim dapat mengembalikan anak kepada orangtua/ wali 
untuk dididik dan diberikan pembinaan. 
Selain hal tersebut diatas yang dijadikan pertimbangan bagi 
hakim untuk menjatuhkan pidana, juga faktor-faktor yang 
meringankan pada terdakwa harus diperhatikan. Dari hasil 
wawancara penulis dengan Bapak Parlas Nababan,S.H,M.H. 
selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, beliau menyebutkan 
faktor-faktor yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana antara lain: 
1. Karakter yang baik 
2. Rasa penyesalan yang dalam 
3. Mengaku salah  
4. Rekor pekerjaan yang baik 
5. Masalah keluarga 
6. Umur 
7. Tidak cakap 
8. Kemungkinan stress emosional 
9. Kondisi fisik yang cacat  
10. Pendapatan yang sangat rendah 
11. Akibat provokasi 
 
Beliau juga mengatakan bahwa: 
Hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, 
moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak 
mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam 
menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. 
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Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 
adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan 
tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono 
Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 
1984:67) yaitu: 
Tujuan dari hukum pidana ialah untuk  memenuhi rasa 
keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang 
sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik 
tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
 
Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut 
diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim 
terdapat para terdakwa terlalu berat. Apalagi melihat latar belakang 
keluarga terdakwa yang secara ekonomi dalam kategori rendah 
yang mengakibatkan terdakwa melakukan tindakannya tanpa 
berfikir panjang dalam artian terdak wa yang umurnya termasuk 
dalam kategori anak yang secara psikologis masih labil dan 
emosianal dalam melakukan tindakan. Apabila dihubungkan 
dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera 
terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi 
serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya 
maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu berat. Karena dengan 
dijatuhkan sanksi pidana 2 (dua) bulan penjara saja dapat 
mempengaruhi mental anak apalagi manjatuhkan pidana diatas 2 
(dua) bulan. 
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Selain itu, hakim tidak menjatuhkan sanksi tindakan kepada 
terdakwa karena sebagaimana yang diatur dalam UU No.3 Tahun 
1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi 
“batas umur penjatuhan tindakan kepada anak nakal adalah yang 
belum berusia 12 Tahun” sedangkan terdakwa telah berumur 17 
Tahun. Jadi terdakwa dianggap telah bisa membedakan perbuatan 
yang merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tindak 
pidana. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana walaupun seharusnya masih harus 
mempertimbangkan kembali terhadap apa yang ingin dia putuskan 
karena berdasarkan putusannya inilah masa depan terdakwa 
ditentukan.    
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan Sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan dimana pelakunya adalah seorang anak 
diterapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. Selain itu juga 
bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan 
tindak pidana yang telah dilakukannya. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dalam Putusan Nomor: 1561/Pid.B/2010/PN.Mks 
yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu 
dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dimana 
berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. 
Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai 
telah sejalan dengan teori hukum pidana akan tetapi untuk bagian 
70 
 
lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya 
sanksi pidana. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim dinilai terlalu berat jika dilihat dari alasan faktor ekonomi 
terdakwa yang dalam kategori rendah dan juga mengingat umur 
terdakwa yang masuk dalam kategori anak yang secara psikologis 
masih labil dan emosional dalam melakukan tindakan. Jika dilihat 
dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera 
terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi 
serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya 
maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis 
adalah terlalu berat. 
 
B. Saran 
 Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan 
ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam 
hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman 
pidana penjara menjadi alternative terakhir  dalam memberikan 
sanksi bagi anak. 
2. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam 
memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam 
memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 
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3. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai 
dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri. 
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